
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Prosedur penyusunan APBD berpedoman pada Permendagri No. 33 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2020. Sebelum melakukan penyusanan perubahan APBD Bidang Perencanaan 

Anggaran Daerah pada kantor BPKAD Kota Padang melakukan penyusnan terhadap 

Laporan Realisasi Semester Pertama yang ditandatangi bersama oleh Kepala 

BPKAD Kota Padang bersama dengan PPKD. Penyusunan Perubahan APBD  

dimulai dengan melakukan penyusunan perubahan terhadap Renja-SKPD yang 

dilakukan oleh Kepala BPKAD Kota Padang bersama dengan Bidang Sekretariat. 

Tahap kedua adalah Kepala BPKAD Kota Padang bersama Bidang Perencanaan 

Anggaran Daerah melakukan penyusunan KUPA dan PPAS-P dan ditandatangi 

bersama oleh Walikota dan DPRD. Tahap ketiga adalah Kepala BPKAD Kota 

Padang bersama Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyusun 

Perubahan RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta berdasarkan terhadap Surat Edaran 

Walikota mengenai Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD. Kemudian, 

Perubahan RKA-SKPD juga DPA-SKPD menjadi acuan bagi PPKD untuk 

melakukan penyusunan Rancangan Perda tentang  Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2020, kemudian Walikota bersama dengan DPRD 

menyetujui Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Walikota, dan digunakan 



 

sebagai pedoman dalam melakukan penetapan terhadap Perubahan Anggaran setelah 

mendapat pengesahan dari Gubernur. 

Anggaran Tahun 2020 dirubah karena adanya wabah penyakit (Covid-19) dan 

untuk penyesuaian APBD agar kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berjalan 

dapat dilaksanakan dengan baik, perubahan anggaran diutamakan untuk pencegahan 

serta penanganan Covid-19 dan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat 

dimasa pandemi. Anggaran pada masa Covid-19 boleh dirubah minimal sebesar 50% 

dan tidak ada persentase maksimal perubahannya, karena perubahan dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan yang sudah tercantum dalam RAPBD.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis diberikan terkait dengan Prosedur 

Penyusunan Perubahan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Padang  adalah sebagai berikut : 

1. Agar penyusunan perubahan anggaran pada BPKAD Kota Padang dapat lebih 

difokuskan pada penanganan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan 

masyarakat sekitar. 

2. Dana atau anggaran yang tersedia dapat lebih optimal penggunaannya dalam 

mendanai program serta kegiatan yang telah disusun pada perubahan 

anggaran. 

3. Diharapkan agar BPKAD Kota Padang dapat meningkatkan lagi kualitas 

SDM yang ada agar penyusunan perubahan anggaran dapat berjalan efektif 

dan efisien, dapat mengetahui dan memahami bagaimana proses yang 

dilakukan dalam penyusunan perubahan anggaran.  


